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TENTARHNG

PEMBENTUNAN BADAN PERWANKILAN RAKYAT DESA
BUPATI MUARA ENIM

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dasrah Kabupa
ten Muara Enim Momor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Badan Perwakilan Rakyal Desa, perlu menetapkan Keputu-
san Bupati tentang Pembentukan Badan Perwakilan FRakvat
Desa.

bahwa pengaturan Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat
Dasa tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Kapu-
tuzan Bupatd.

. Undang-undang MNomor 28 Tahun 1359 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotaprajes di Sumatera Selatan
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1959 Ho 73 :
Tambahan Lembaran Negera Nomor 1821).

Undarig-undang Nomor 22 Tshun 1999 tentang PamamrintabiEn
Dagrah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1099
Momor 80 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

Keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 64 Tahion 1999
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengernai Desa :

HFeraturan - Daerah Kabupaten Muara Enim Momor. 9 - Takun
2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Ralyat Desa

MEMUTUE KAHN

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEMTUKAN BADAN PERWAKILAN
RAKYAT DESA.

B AE I
KETENTUAN LML

Pasal-1

Palam Keputusan int, yang dimaksud dengan

Bupati adalah Bupati #uara Enim.



. Desn A Masyarakat Hukom yiihn namd F 1k
k-nnnnam untuk mengatur dan mangurus mqﬁnmi '
masyarakat setempat berdesarkan asal usul dal adet
1atindat yvang diakui dalam Sistem Fﬂrintlhan
Kesional dan bsrada di Deerah mumtnn. _—

2. Pamerintahan Dess adateh kegistan pmrimﬁpm :.umn
dilaksanaksn oleh mﬂntm Desa dan Badan mﬂﬁﬂu
Rakyat n-u

4. Badan Flmk'l tan Rakyat Pasa yang selanjutnye dim
BPRP adalah Badan Parwakilan yangterdiri dari wstas
Pamuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang ber~
fungsi  mengsyomi adat Jetiadat, membus! Peraturan -
Dmea, manampung dén menyaturksn aspfrasi masyarakst
sarta melakukan pengawasan ttrhd‘-lnr panyalenggaraan
F‘Illi"h'rt!lh Desa. .
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Pasal 3
 Setiap pendudul Ihn'm ingin menjadi Anggota BPRD harus uhm‘f '.
administrasi calon sngeéits BPRD yang disampaiksn Tangsung kepads Pani=
tia Pamilihan dangan berkss persayaratan sebagal berikut :
. 8. Surat Permohonan kesediaan menjadi Calon. ce
b. Surat Paryatasn hartagwa kepads Tuhan Yang Maha Eea. oo
o, Surat Pnrrntnin Retia dan Tast kepada Pemerintah dan WD 1845, 'ﬂ""’

" d. Burat paryatadn ttm;k terTibat langsung atau tidak lm-m #‘lﬂlﬁ”w

knrlltnn VEng Wi'lhlt‘l Pancasila dan UUD 1945,
8y midim

{mémpunyai {fazah ﬂ: unu sedarajat dan yang buksanghulun
Taman/pernsh  meldud Jﬁ _w Kepalta Tiesa/Perangkat Desa,. LKMD, -
LMBY dan. bagi Anggot MM 1 ifeazah 80 atau Mw=
jat, _'ti_H:% I ti.{llh; _ nmn;qm }lhtttn m%l
Pasa/Kelurahan/Perangkat Desa/Kelirahan/LKMD/LHD, yang bersanghuten
pariu  Rekomendagi dari :m’ﬂl Tingkat m -nq Tingkat

Kecamatan dan atay Tinnht

 f. Barumu?  sakurang-kurangnya 265 takun dan uiHnﬂi-ﬂw Hﬁw
tabun. _ fals
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(2)

(2]

(4]

Burat Keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melekukan -
tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Burat Peryataan menganal Desa dan dikenal cleh masyarakat Desa. L

Surat Pervataasn tidak parnah melakukan perbuatan sumbang besar,
kecil dan atau sumbang mata.

Surat Peryataan tidak pernah melakukan perbuatan zinah.

Surat Peryataan menatap di Desa. ov

B AB ITI
FANITIA PEMILIHAN

Pasal 4

Panitia Pemilihan Calon Anggota BPRD berasal dari berbagai unsur
dalam mazsyarakat.

- Unsur Tokoh Agama

= Unsur Tokoh Adat.

= Unsur Organisasi Sosial Politik.

= Unsur Golongan Propesi.

- Unsur Pamuka Masvarakat.

Biaya pelaksanaan Pemilihan Anggata BPRD didapatkean seceras swadana
dan  bantuan Pendapatan Asli1 Desa sesuai dengan kemampuan Desa
masing-masing.

B ABIV
MEKAEMISME PEMILIHAM ANGGOTA BPRD

Pasal &

Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran calon Anggota BPRD
dengan jangka wakiu yang taelah ditentukan olsh PAnttia Pamilihan i

Panitia Pemilihan mendaftar mata pilih vang ada di Desanva dan
hasilnya diketahui oleh  semua calon dengan membubuhkan tanda
tangan masing-masing calon dan disyahkan aleh Panitia Pamilihan.

Apabila pengumuman pendaftaran calon anggota BPRD telah dibuka
sampal dengan 2 (kali) namun jumlah calon anggota BPRD belum
memenuhi jumlah yang dibutwhkan, maka calon yvang ada tetap dilaku-
kan paemilihan, dan masing-masing calon harus mendaptkan dukungan
sugra -apabila dientara calon tarsebut tidak mendapat dukungan
syara, maka yang bersangkutan dinvatakan gugur.

Bagi Desa yang belum dapat memenuhi jumlah anggota BPRD yang
dibutuhkan, teatap membuka peluang untuk menerima calon anggota
BPRD dan tetap melalui pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayvat
(2) ;



(1)

(2)

(13}

(2}

Pazal &

Panitia pemilthan meneliti kelengkapan administrasi pesyaratan
calon Anggota BPRD dan mengadakan musyawarah untuk menetapkan
calon  Anggota BPRD vang dituangkan dalam Berita Acars Penet apan
Calon ;

Salanjutnya Panitia Pemilihan menatapkan hari, tangga), waktu dan
tempat pelaksanaan pemilihan calon Anggota BPRD dan mangumumkannya
kepads penduduk Desa :

Pasal 7

Sekurang-kurangnya T (twujuh) hari sebalum pemilihan dilaksanakan,
penitia pemilihan BPRD memberitahukan kepada penduduk Desa Yang
berhak mamiiih melalui pengumuman=pengumuman ditempat -tempat vyang
terbuka tentang akan dilaksanakan pemilihan BPRD :

Anggota BPRD dipiltih langsung olesh penduduk Desa vang bersangkutan
dari calon yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan ;

Pazal B

Yang berhak memilih Anggota BPRD adalah Penduduk Desa Warga Megara
Republik Indonasia yang ;

a.

(1)
(2)
(3)

{4)

(5)

(&)

Terdattar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah se-
kurangnya-kurangnya & {anam) bulan dengan tidak terputus~putus

Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin:
Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Pasal 9

Pemilihan bersifat Langsung, Umum, Babas, Rahasia, Jujur dan Adil;
Pemilihan dilaksanakan didalam wilayah Desa yang bersangkutan ;

Setiap pemilih memilih anggota BPRD yang dibutuhkar olsh Desa
tersabut

Setiap orang yang mempunvai hak pilih, hanye mempunyai hak satu
suara untuk masing-masing utusan dan tidak boleh diwakilkan

Pemilihan calon anggota BPRD dalam pelaksanaannya dapat memaksq
nama yanhg bersangkulan atau memakai tanda gambar stau memakai
kedua-duanya ;

Penentuan anggota BPRD yang terpilih didasarkan psda perolehan
gUara yang tertinggi masing-masing utusan dari setiap uhsur



(7]
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(1)

{2)

(2)

(1)

{2)

{3}

1)

Apabila Jjumlah anggota BPRD yang dibutuhkan lebih darti 5 {1ima)
orang, maka penentuah anggota BPRD berikutnya ditentukan pada
nilai tertinggd berikutnya dari masing-masing utusan sampai dengan
Jumlah anggots BPRD yang dibutuhkan oleh Dess H

Apabila calon anggota BPRD berdasarkan gnsur kurang dari 5 (T1ima)
unsur sebagaimana pada Bab 1] pasal 4 ayat (1), maeka panentuan
anggota BPRD disamping diambil dari niltai tertingi dari masing-
MAEING UNsur, penantuarn anggota BPRD berikutnva diambil dard nitai
tertinggi berikutnya dari masing-masing utusan sampai dengan
iumlah anggota BPRD yang dibutuhkan aoleh Desa Yang barsangkutan ;

Paszal 10D

Pemilihan anggota BPRD dinyatakan sah, apabila jumiah yvang hadir
untuk menggunakan hak pilTihnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua parti-
g9a) dari jumlah =eluruh pamilih yang telah disahkan oleh Kepala
Desa

Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk manggunakan hak pilihnya
kurang dari yang ditentukan sabagaimana dimaksud dalam avat (1),
pemilihan anggota BPFRD dinyatakan batal dan salambat-lambatnya 3
(tiga) hari satelah pembatalan dimakaud Panitia Pemilihan mangada-
kEan pemilihan ulang ;

Pasal 11

Setelah pemungutan suara selesai sebagaimana dimaksud Pasal 8 maka
Panitia psmilihan pada hari dan tanggal juga membuat Bérita Acara
pemilihan vang ditanda tangani oleh Panitia dan calon yang mate-
rinve adalah jalannya pemiltihan, parhitungan jumlah suars :

Selanjutnya Panitia mafrgumumkan hasql perhitungan suara

BABY
FROSEE PEMBERHWENTIAN ANGGOTA BPRD

Pagal 12

Pimpinan BPRD segera mengusulkan calon penggant i anggota BPRD yang
meninggal dunia dan mengajukan permohonan berhenti atas parmimnt asn
sendiri ;

Anggota BPRD yang tidak Tagi memenuhi Eyarat-syarat dan &tau
melanggar sumpah janji, melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan
atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa digsyl-
kan barhenti oleh anggota BPAD setelah dimusyawarahkan dalam rapat
BPRD

Pimpinan BPFRD menaruskan usul sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
dan. 2 “kepada Kapala Deza untuk diajukan kepada Bupati malalui
Camat



B AB VI
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DAM PIMPINAN BFRD

Pagal 13

t1) Calon pengganti diusulkan olsh Anggota BPRD
(2) Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari
utusan anggota yvang digantikan
Pasal 14

(1) Utusan suatu kelompok harus dapat menetapkan Calon Pengganti
Anggota BPRD vang diberbhentikan ;

{Z) Calon Pengganti Anggota BPRD vang tditetapkan oleh utusan adalah
berdasarkan urutan perolehan suara vang didapat dari hagil pamili-
han atau berdasarkan hasil musyawarah dari unsur vang diganti ;

{3) Apabila tidak ada Calon Pengganti dari utusan anggeta yang digan-
tikan BPRD dapat mengambil Calon Peangganti dari utusan unsur lain:

FPasal 15

(1} Calon Pengganti harus memenuhi syarat-syarat kelengkapan adminis-
trasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ;

{2) Calon Pengganti disulkan secara tertulis oleh Pimpinan BPAD vang
ditanda tangani oleh Ketua dengan dibubuhi cap BPRD :

{3) Pimpinan BPRD menaruskan kKepada Kepala Desa untuk diajukan kepada
Bupati melalui Camat ;
Pasal 16

untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap surat pengajuan dan keleng-
kapan administrasi GCalon Pengganti maks BPROD dapal membentuk Tim
vyangdiatur dalam Peraturan Tata Tertib BPRD ;

Pasal 17
Apabila Pimpinan BPRD diberhantikan atasu berhenti atas permint aan
sendiri maka BPRD segera mangadakan musyawarah untuk memilik kembali
Pimpinan BPRD setelah Calon Penggant ditetapkan

Fazgl 18
Sgbelum Pimpinan BPRD vang dimaksud dalam pasal 17 terpilih, maka

fungsti Pimpinan BPAD seméntara waktu diambil alih oleh salah SBOrang
Wakil Ketua berdasarkan hasil musvawarah BPRD :



Praa] 18

{1 Anggots BPAD Penggantd antar wakiu diresmikan secara sadministrasi
dengan Keputusan Bupatd

{2) Swhelum memangky jabatannya Anggota BPRD Pengganti  antar waktu
barsumpah/berjanii vang pengucapannya dipandu oleh Ketua BPRD ;

Pasal 20

Masa bakti keanggataan BPRD Pengganti antar waktu adalah sama dengan
masa bakti keanggotaan BPRD yang digantikan ;

BAB VII
FEMBINAAN DAN PENGAWAEAM

fasal 21

{1} Bupati membarikan pembinaan dan pengawasgan serta petunjuk palaksa-
naan ketentuan sebagaimana dimaksud daiam pasal-pasal  Keputusan
int :

{2} Untuk melaksanakan ketentusn sebageimana dimaksud ayat {1) Bupsati
dapat menunjuk Camat dan atau peajabat lainnya ;

BAaB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

pada saat berltakunva ¥Xeputusan ini, maks semua ketentuan yang bertan-
tangan dengan Keputusan fni dinyatakan tidak bariakoe |

Pasal 23
Kepitugsan ini mulsei barlakue pada tanggsl diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahui, memerintdahkan pengundangan Keputusan i
dargan penempatannya dalam Lembaran Dasrah Kabupaten Muara Enim |

Dt et apkan o Huara_En1m
Pada tenggal 5 Fbuon 2001

BUPATI HUAE: EZIH

-

A.SOFJAM EFFENDIE

Diufdangan di Muara Enim
Pada .tanggal & Rbruon 2001

BEEKRETAR DAERAH
%‘
ERAN RORBATN SIRDOD

LEMBARAN DAFRAH KABUPATEN MUARA ENTM TAHUN 2001 NOMOR &



